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( Diah Wulandari Putri, Bp 06140124, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70
Halaman, 2010)

ABSTRAK

Dengan bertambah pesatnya perkembangan dalam dunia ussha dan
perdagangan sehingga menyebabkan orang lebih menginginkan segala sesuatunya
lebih bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggung jawabkan. untuk itu
diperlukan suatu intrumen pembayaran giral, vakni dengan menggunakan surat-
surat berharga dalam lalu lintas pembayaran terutama penggunaan sural cek
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 178-229d KUHD. Dalam perkembangan
penggunaan surat cek, timbul permasalahan dari penerbitan surat cek itu sendiri
terkait tanggung jawab penerbit dalam hal penvediaan dana. Maka untuk
mengetahui masalah tersebut penulis mengemukakan permasalahan sebagai
berikut: 1). Bagaimana tata cara dan svarat-syarat menerbitkan surat cek pada PT.
Bank Pembangunan Daerah Sumatcra Barat, 2). Bagaimana bentuk tanggung
jawab penerbit atas penyediaan dana dalam penerbitan surat cek pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Guna membahas permasalahan di atas
penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian adalah secara Yuridis
Sosiologis dan data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.
dimana untuk mendapatkan data tersebut penulis melakukan penelitian
kepuslakaan dengan  merujuk  buku-buku yang relevan dengan pokak
permasalahan, serta melakukan penelitian lapangan pada PT. Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Barat dan melakukan wawancara terhadap beberapa orang. Dari
hasil penelitian dan setelah diolah dengan mengeunakan analisa kualitatif, penulis
berkesimpulan bahwa untuk memperoleh surat cek pada PT. Bank Pembangunan
Dacrah Sumatera Barat sangatlah sederhana dan mudah, vyaitu cukup dengan
mendaltar sebagai nasabah pada PT. Bank Pembangunan Dacrah Sumatera
Barat tidak tercatat dalam daftar buku hitam (black list) di dafiar hitam Bank
Indonesia, mempunyai saldo minimal untuk biaya cek sebesar Rp. 1.000.000.-
(satu juta rupiah) dan memiliki karakter yang baik yang mana kemudian penerbit
memilik tanggung jawab untuk menyediakan dana vang cukup pada rekening
gironya.sehingga pada hari penunjukan surat cek tersebut pada tersangkut dapat
dibayarkan dan penerbit bertanggung jawab untuk menjamin pembayaran atas cck
yang telah diterbitkannya. Dari kesimpulan diatas dapat diajukan saran vaitu
kepada pihak Bank agar dapat membuat suatu aturan khusus ientang kewajiban
dalam hal penyediaan dana sehingga dapat mencegah terjadinva penerbitan cek
kosong.




BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Didalam dunia perdagangan dan perusahaan orang menginginkan segala
sesuatunya bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaraan.
Artinya orang tidak lagi mutlak mengpunakan alat pembayaran berupa uang,
melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat
pembayaran kontan ataupun sebagai alat pembayaran kredit.

Praktis dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu lagi membawa mata
uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi,
melainkan cukup dengan membawa atau mengantongi surat berharga saja. Aman
artinya tidak setiap orang berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena
pembayaran dengan surat beharga memeriukan cara-cara tertentu Sedangkan jika
menggunakan mata uang apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinan
timbulnya bahaya atau kerugian, misalnya pencurian, kebakaran, atau
perampokan, dan lain-lain. '

Mengingat praktisnya kegunaan surat beharpa termasuk cek atau wesel
sebagai alat pembayaran sudah semakin dirasakan, maka meluaslah pengenalan
dan penggunaan berbagai bentuk surat berharga yang juga merupakan tanda
bahwa masyarakat semakin mengenal peran penting dari surat-surat berharga.
Pada dasarnya salah satu fungsi utama dari surat berharga termasuk cek, wesel,

surat sangeup, bilyet giro dan sebagainya adalah untuk dapat dipindah tangankan

' Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, Surat Berharga Sebagai Alat
FPembavaran Dalam Masvaraket Modern, PT. Rincka Cipta. Jakarta, 1991, hal. 5.




dari satu tangan ketangan lain. Faktor atau syarat yang menjadikan adanya fungsi
dapat diperdagangkan itu ialah dengan adanya klsusula-klausula pada surat ity
yang bertujuan untuk memperalihkan kedudukan hukum dari orang yang berhak
atas isi dari surat tersebut kepada orang lain. Dengan perkataan lain, klausula-
klausula tersebut menyatakan bahwa sifat berbagai penagih dari pemegang surat
itu dapat diperalihkan kepada orang lain dengan cara yang telah ditentukan oleh-
klausula itu sendiri.

Surat cek sebagai salah satu alat pembayaran tunai sangat dikenal dalam
masyrakat khususnya masyarakat dagang, pada pasal 178 KUHD menyebutkan
bahwa tiap-tiap berisikan:

I. nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa
cek itu ditulisnya.
perintah tak bersyarat unntuk membayar sejumlah uang tertentu.
nama orang yang harus membayarnya (tertarik).
penetapan dimana pembayaran harus dilakukan

. tanggal dan tempat cek ditariknya.
tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu {(penarik).

e

Dari ketentuan pasal 178 KUHD tersebut, dapat disimpulkan bahwa surat
cek adalah surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada tanggal tertentu,
dengan nama penerbit memerintahakan tanpa syarat kepada bankir untuk
membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa, ditempat
tertentu,

Untuk menuju kepada pengertian surat berharga yang menjadi objek

pembicaraan, seperti yang diatur dalam KUHD terlebih dahulu dibedakan dua

macam surat yaitu:




BAB1V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian vang penulis lakukan sehubungan dengan penerbitan
surat cck pada PT. Bank Pembangunan Dacrah Sumatera Barar. maka dari itu penulis
menarik kesimpulan schagai berikut;
1. Tata cara dan Syarat-syarat Menerbitkan Surat Cek Pada PT Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
Untuk dapat menerbitan surat cek pada PT. Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Barat, mempunyai kriteria atau syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh sctiap nasabah yang ingin memiliki buku cek,
persyaratannya antara lain adalah sebagai berikut:
a. Telah terdaftar sebagai nasabah pada PT Bank Pembangunan
Dacrah Sumatera Barat yakni mempunyai giro murni atau Ziro
kredit.
b. Tidak tercatat dalam daftar hitam (black list) di daftar hitam Bank
Indonesia.
¢. Memenuhi saldo minimal untuk biaya cek atau bilyet giro
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi. PT. Bank Pembangunan
Daerah  Sumatera Barat memberikan saldo yang tinggal minimal
adalah sebesar Rp. 1.000.000 - (satu juta rupiah)

d. Mempunyai karakter yang baik
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